












d. pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan 

barang/ jasa;

e. pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;

f. pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan Unit Kerja

Pengadaan Barang J asa;

g. pelaksanaan analisis beban kerja Unit Kerja Pengadaan

Barang J asa;

h. pengelolaan personil Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa;

i. pengembangan sistem insentif personel Unit Kerja

Pengadaan Barang J asa;

j. fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan

secara elektronik;

k. pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa

pemerintah;

1. bimbingan teknis, pendampingan, dan/ atau konsultasi

proses pengadaan barang/jasa pemerintah;

rn. bimbingan teknis, pendampingan, dan/ atau konsultasi 

penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan 

barang/jasa pemerintah, dan 

n. layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi

o. melaksanakan urusan ketatausahaan dan kepegawaian

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kota Palembang 

di Palembang 
al .23 /\ovember 2019 

HARNOJOYO 

Diundangkan di Palembang 
Pada tanggal �� 2019 
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,. 

Drs. HAROBIN MASTOFA, M.Si 
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